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ABSTRAK 

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa atau di 

bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda 

atau kekayaan anak tersebut sebagaimana di atur oleh Undang-Undang. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis terkait dengan peran Balai Harta 

Peninggalan selaku wali pengawas dalam proses pengurusan Perwalian dan untuk 

mengetahui penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta 

Peninggalan Surabaya . 

 

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, 

yakni bahan atau data hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan 

dengan cara wawancara langsung kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian.Data-data yang diperoleh melalui data primer yang 

diperoleh melalui informan dan narasumber secara langsung melalui penelitian lapangan 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peran balai harta peninggalan sebagai wali 

pengawas dalam proses pengurusan perwalian adalah mengamati apakah wali 

melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan 

nasehat-nasehat kepada wali untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-

baiknya,mewakili kepentingan anak belum dewasa apabila bertentangan dengan wali dan 

meminta kepada wali untuk memberikan perhitungan tanggungjawab secara ringkas 

mengenai anak dan harta kekayaan anak.Adapun hambatan-hambatan yang dialami balai 

harta peninggalan dalam proses pengurusan perwalian terhadap anak yang belum dewasa 

adalah kurangnya koordinasi antara balai harta peninggalan dengan  instansi lain, 

diantaranya pengadilan negeri, kantor catatan sipil dan Notaris; ketidakpastian Peraturan 

tentang Perwalian; lemahnya Sanksi Hukum dalam Peraturan Perwalian.Upaya untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan yaitu dengan cara 

sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi balai harta peninggalan 

dalam perwalian dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan 

menjadi Undang-Undang Nasional. 
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